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ABSTRAK 

Desa memainkan peran penting dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di 

daerah pedesaan yang menjadi sumber utama tenaga kerja migran. Desa Mangunweni di Kecamatan 

Ayah, Kabupaten Kebumen, menghadapi tantangan dalam melindungi warganya yang bekerja sebagai 

PMI. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengoptimalkan peran desa dalam pelindungan 

PMI melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman perangkat desa terkait regulasi pelindungan PMI. 

Metode yang digunakan adalah penyuluhan, melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan 

perangkat desa serta masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan 

pemahaman perangkat desa tentang pentingnya pelindungan PMI serta terbentuknya jaringan kerja 

sama dengan lembaga terkait untuk memberikan dukungan kepada PMI dan keluarganya. Optimalisasi 

peran desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PMI dan mengurangi risiko yang mereka 

hadapi di luar negeri. 

Kata Kunci: Desa; Pelindungan; Pekerja; Migran 

ABSTRACT 

Villages play an important role in the protection of Indonesian migrant workers (PMI), especially in 

rural areas that are a major source of migrant labor. Mangunweni Village in Ayah Sub-district, 

Kebumen Regency, faces challenges in protecting its residents who work as migrant workers. The 

purpose of this community service is to optimize the village's role in PMI protection through 

increasing the capacity and understanding of village officials regarding PMI protection regulations. 

The method used is counseling, through training and socialization activities involving village officials 

and the local community. The results of the activity showed an increase in awareness and 

understanding of village officials about the importance of PMI protection and the establishment of a 

network of cooperation with related institutions to provide support to PMI and their families. 

Optimizing the role of the village is expected to improve the welfare of PMI and reduce the risks they 

face abroad. 

Keywords: Village; Protection; Migrant; Workers 
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PENDAHULUAN 

Pergerakan global pekerja migran telah menjadi komponen penting dalam 

perekonomian modern, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pasar tenaga kerja 

di negara tujuan dan ekonomi negara asal yang bergantung pada remitansi, seperti 

Indonesia(Nabila, 2022). Pekerja migran, terutama dari daerah pedesaan, memainkan 

peran penting dalam mempertahankan mata pencaharian dan mengurangi kemiskinan di 

komunitas mereka melalui remitansi(Sulistya, n.d.). Tahun 2023 remitansi pekerja 

migran Indonesia menempati urutan ke dua sebagai penyumbang pendapatan negara 

terbesar setelah migas (Ajeng et al., 2023). PMI yang bekerja di luar negeri telah 

memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Terlepas dari kontribusi 

signifikan yang diberikan pekerja migran Indonesia (PMI) kepada masyarakat di 

kampung halamannya melalui pengiriman uang, mereka tetap sangat rentan terhadap 

berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak, baik di luar negeri maupun 

sekembalinya ke tanah air (Blouchoutzi & Pedi, 2023). 

Berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia 

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja(Migran et al., 2020). Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

menerapkan konsep integratif holistik dalam memberikan pelindungan PMI. Integratif 

artinya, pelindungan diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 

dan/atau PMI dan keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya 

dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja 

dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan sebelum bekerja meliputi 

keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai 

pemberangkatan PMI (Abdul Aziz & Mat Basir, 2021). 

Dalam konsep integratif holistik (Hidayah, 2020), Undang-Undang-Undang PMI 

memberikan peran strategis kepada Pemerintah Desa dalam seluruh tahapan 

pelindungan PMI yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja. Di tingkat lokal, 

peran desa dalam memberikan perlindungan kepada PMI menjadi sangat penting, 

mengingat desa adalah institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat 

(Cholewinski & Guttman, 2023).  

Desa Mangunweni di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, merupakan salah 

satu desa dengan jumlah PMI yang signifikan, namun hingga saat ini masih menghadapi 

tantangan dalam memastikan hak-hak PMI terlindungi secara memadai. Dalam banyak 

kasus, pekerja migran dari daerah pedesaan seperti Desa Mangunweni menghadapi 

kesulitan karena kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, kurangnya 

perlindungan hukum, dan sistem pendukung yang tidak memadai, yang diperparah 

dengan terbatasnya peran pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah 

tersebut (Izzati, 2019). Kurangnya kerangka kerja perlindungan yang komprehensif dan 
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efektif di tingkat desa membuat para pekerja migran berisiko mengalami perdagangan 

manusia, pencurian gaji, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (BP2MI Website, 2024). 

Selain itu, proses reintegrasi bagi pekerja migran yang pulang sering kali tidak memiliki 

struktur pendukung yang diperlukan, sehingga menimbulkan tantangan sosial ekonomi 

yang seharusnya dapat dimitigasi dengan intervensi yang lebih proaktif dari pemerintah 

daerah (Shalihah et al., 2020). 

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman perangkat desa 

mengenai regulasi perlindungan PMI dan minimnya akses informasi yang dapat 

diberikan kepada calon PMI serta keluarganya. Hal ini menimbulkan risiko yang tinggi 

bagi PMI, baik saat mereka bekerja di luar negeri maupun setelah mereka kembali ke 

tanah air. Oleh karena itu, optimalisasi peran desa dalam perlindungan PMI menjadi 

kebutuhan yang mendesak. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi PMI tersebut menjadi sangat penting 

untuk  menjadi  bahan  diskusi  dan  perlu  disosialisasikan  lebih  lanjut  terkait  adanya 

optimalisasi peran pemerintah desa dalam melindungi pekerja migran serta bagaimana 

bentuk  pencegahan  dan penanggulangannya melalui  edukasi  hukum. Dengan 

pendekatan ini, diharapkan perangkat desa dapat lebih proaktif dalam memberikan 

perlindungan kepada PMI, sehingga risiko yang dihadapi oleh para pekerja migran 

dapat diminimalisir, dan kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin. 

METODE PELAKSANAAN 

Metode  pelaksanaan dalam  kegiatan  pengabdian ini kami lakukan ialah dengan 

melakukan  penyuluhan secara  langsung dan Forum FGD (Focus Group Discussion). 

Kami memilih tempat pelaksanaan kegiatan ini di desa Mangunweni, Kecamatan Ayah, 

yang terletak di Kabupaten Kebumen. Dari berbagai Studi literatur yang ada kemudian 

diolah untuk dijadikan materi sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. 

Peta konsep general daripada program pengabdian masyarakat kami dapat dilihat 

dibawah ini: 
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Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa 

Mangunweni, pada tanggal 6 Agustus 

2024. Kegiatan ini dilakukan secara 

langsung dengan metode ceramah, 

dilanjutkan dengan sesi diskusi. 

 

FGD) dalam konteks pengabdian 

masyarakat ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi peran strategis yang 

dapat diambil oleh Desa Mangunweni 

dalam melindungi pekerja migran 

Indonesia (PMI). 

 

Materi Penyuluhan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Peran Desa dalam Melindungi Pekerja Migran 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara 

(Ajeng et al., 2023). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah 

pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum 

bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja (Wijayanti & Windiani, 2016). 

Berdasarkan UU 18 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa pelindungan terhadap PMI 

dilakukan mulai dari Desa sejak sebelum bekerja hingga setelah bekerja. 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara integratif dan holistik 

(Moyce & Schenker, 2018). Dalam konsep integratif holistik, Undang Undang PMI 

memberikan peran strategis kepada Pemerintah Desa dalam seluruh tahapan 

pelindungan PMI. Pasal 42 Undang-Undang PMI menyebutkan bahwa Pemerintah Desa 

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 

b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;  

c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja 

Migran Indonesia;  

d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran 

Indonesia; dan  

e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja 

Migran Indonesia, dan keluarganya.  

Peran strategis desa yang pertama adalah sebagai komunikator atau informan 

dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan (Baruah & 

Cholewinski, 2006). Dalam menjalankan peran ini, Pemerintah Desa bekerja sama 

dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang ketenagakerjaan. Dinas Daerah Kabupaten/ Kota menunjuk petugas pengantar 

kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. Informasi 

permintaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara daring atau luring. Mengurangi 

peran swasta, memperkuat peran desa sehingga informasi yang sampai ke warga valid. 

Kedua, sebagai verifikator untuk verifikasi data dan pencatatan PMI. Verifikasi 

data dan pencatatan CPMI, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia 

secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. Hasil verifikasi data dan pencatatan 

CPMI dilaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Verifikasi dan pencatatan data kependudukan 

penting untuk mencegah pengiriman tenaga kerja illegal dan perdagangan orang. 

Ketiga, memfasilitasi sebagai fasilitator pemenuhan untuk persyaratan 

administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia. Fasilitasi pemenuhan 

persyaratan administrasi kependudukan CPMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi 

kependudukan dilakukan terhadap CPMI yang berasal dari wilayahnya. Pemerintah 
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Desa memiliki tugas untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi CPMI. 

Misalkan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang 

diketahui oleh kepala desa atau lurah sebagai kelengkapan dokumen CPMI. 

Keempat, sebagai advokasi dan pemantau keberangkatan dan kepulangan PMI. 

Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI 

dilakukan kerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Ketika ada warga sebagai PMI sudah 

waktunya pulang namun tidak segera pulang, wajib di telusuri keberadaannya. 

Kelima, sebagai inisiator dan pegiat untuk melakukan pemberdayaan kepada 

CPMI, PMI, dan keluarganya. Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada 

CPMI, PMI, dan anggota Keluarganya dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan 

berkelanjutan program.  

2. Penyuluhan Optimalisasi Peran Desa dalam Melindungi Pekerja Migran di 

Desa Mangunweni 

Penyuluhan tentang Optimalisasi Peran Desa dalam Melindungi Pekerja Migran 

Indonesia di Desa Mangunweni dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kapasitas pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta keluarga pekerja 

migran terkait upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di setiap 

tahap migrasi, yaitu sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah 

kembali ke desa. Berikut adalah hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan: 

1.1 Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran 

Melalui penyuluhan ini, peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh 

masyarakat, dan anggota keluarga pekerja migran menunjukkan peningkatan 

pemahaman terkait hak-hak pekerja migran dan risiko yang mereka hadapi, 

termasuk potensi eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Materi 

penyuluhan juga menekankan pentingnya peran desa dalam menyediakan 

informasi yang akurat serta dukungan hukum dan sosial bagi calon PMI. 

1.2 Pengembangan Rencana Aksi Desa  

Salah satu hasil utama dari penyuluhan ini adalah disusunnya rencana aksi desa 

untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Rencana aksi ini mencakup 

pembentukan posko layanan informasi dan bantuan hukum bagi calon PMI dan 

keluarga mereka, serta penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi 

terhadap kondisi PMI selama di luar negeri. 

1.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

Penyuluhan ini juga berhasil mendorong desa untuk memperkuat kapasitas 

kelembagaan, termasuk pelatihan bagi perangkat desa tentang regulasi 

perlindungan PMI, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga terkait 

seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan LSM yang 

fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran. 

1.4 Partisipasi Aktif Keluarga dan Komunitas 

Keluarga pekerja migran dan komunitas di Desa Mangunweni dilibatkan secara 

aktif dalam penyuluhan ini, yang menghasilkan peningkatan keterlibatan mereka 
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dalam upaya perlindungan PMI. Mereka menyadari pentingnya peran mereka 

dalam mendukung dan memantau kondisi anggota keluarga yang bekerja di luar 

negeri, serta dalam menjaga komunikasi yang intensif dengan PMI selama 

mereka berada di negara tujuan. 

Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa desa memiliki peran strategis 

dalam melindungi PMI, terutama melalui peningkatan pengetahuan, penguatan 

kapasitas kelembagaan, dan pengembangan rencana aksi yang konkrit. Penyuluhan ini 

berhasil mengidentifikasi dan merespons kebutuhan utama desa dalam rangka 

melindungi warganya yang menjadi PMI. 

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran di kalangan perangkat desa dan 

masyarakat setempat merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan sistem 

perlindungan yang lebih efektif. Pengetahuan tentang risiko dan hak-hak PMI 

memungkinkan desa untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang lebih 

tepat sasaran. 

Pengembangan rencana aksi desa yang disepakati bersama menunjukkan adanya 

komitmen lokal yang kuat untuk melindungi PMI. Langkah-langkah seperti 

pembentukan posko layanan informasi dan bantuan hukum menunjukkan bahwa desa 

dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa calon PMI menerima informasi yang 

memadai dan bantuan yang dibutuhkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri. 

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan rencana aksi ini. Salah satu 

tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun 

kapasitas manusia, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program-program yang 

direncanakan. Oleh karena itu, perlu ada dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah 

daerah dan kerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa inisiatif yang 

telah dimulai dapat terus berjalan dan berkembang. 

Selain itu, partisipasi aktif keluarga dan komunitas dalam penyuluhan ini 

menegaskan bahwa perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, 

tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan partisipatif 

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal dapat meningkatkan efektivitas 

upaya perlindungan, karena setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama 

dalam melindungi PMI. 

Secara keseluruhan, penyuluhan ini memberikan landasan yang kuat bagi desa 

untuk lebih optimal dalam menjalankan perannya dalam melindungi PMI. Namun, 

kesuksesan jangka panjang dari upaya ini akan sangat bergantung pada konsistensi 

implementasi rencana aksi yang telah disusun, serta dukungan yang berkelanjutan dari 

berbagai pihak terkait. 

 

3. Forum FGD Dengan Perangkat Desa dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia 

Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan sosialisasi optimalisasi peran desa dalam 

melindungi pekerja migran.  Focus Group Discussion (FGD) dalam konteks pengabdian 

masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis yang dapat diambil oleh 

Desa Mangunweni dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). FGD ini 
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melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, tokoh 

masyarakat, keluarga PMI, mantan PMI, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

yang berfokus pada hak-hak pekerja migran. Metodologi yang digunakan dalam FGD 

ini adalah pendekatan partisipatif, di mana setiap peserta diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pandangan, pengalaman, dan usulan mereka terkait dengan 

perlindungan PMI. 

Hasil FGD mengungkapkan beberapa isu kritis yang dihadapi PMI dari Desa 

Mangunweni. Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah minimnya akses 

informasi dan edukasi mengenai hak-hak PMI, baik sebelum keberangkatan maupun 

selama mereka bekerja di luar negeri. Hal ini membuat PMI rentan terhadap berbagai 

bentuk eksploitasi, seperti penipuan oleh agen perekrutan yang tidak bertanggung 

jawab, pelanggaran kontrak kerja, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi di negara 

tujuan. 

Selain itu, FGD juga mengidentifikasi keterbatasan kapasitas dan sumber daya 

desa dalam memantau kondisi PMI saat mereka berada di luar negeri. Kurangnya 

koordinasi antara desa dan keluarga PMI dengan instansi terkait di negara tujuan 

menambah kerentanan ini, terutama ketika PMI menghadapi masalah hukum atau 

kesehatan. Kendala lainnya adalah belum adanya kebijakan desa yang secara spesifik 

mengatur perlindungan bagi PMI dan keluarganya. 

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, FGD juga mengidentifikasi sejumlah 

peluang untuk mengoptimalkan peran Desa Mangunweni dalam melindungi PMI. Salah 

satu peluang yang disepakati oleh peserta adalah pentingnya pembentukan pusat 

informasi dan layanan di desa yang dapat menyediakan informasi mengenai prosedur 

perekrutan yang aman, hak-hak PMI, dan saluran pengaduan bagi keluarga PMI. FGD 

juga menekankan pentingnya membangun kemitraan antara desa dan LSM serta BP2MI 

untuk memberikan pelatihan dan bantuan hukum bagi calon PMI. 

Peserta FGD juga mengusulkan agar desa menyusun regulasi desa (Perdes) yang 

mengatur tentang perlindungan PMI. Perdes ini diharapkan dapat mencakup prosedur 

perekrutan yang harus dipatuhi oleh agen, kewajiban desa dalam memantau kondisi 

PMI, serta mekanisme penanganan kasus ketika PMI menghadapi masalah di luar 

negeri. 

Hasil FGD ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar untuk memainkan 

peran yang lebih proaktif dalam melindungi PMI. Namun, keberhasilan implementasi 

strategi ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama antara berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah desa, keluarga PMI, LSM, dan BP2MI. 

Implikasi dari FGD ini adalah bahwa perlindungan PMI harus dilihat sebagai 

upaya kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Desa tidak hanya 

bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan edukasi, tetapi juga harus 

memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang 

memadai di setiap tahap migrasi. Tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi penetapan 

kebijakan desa yang mendukung, pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan 

infrastruktur dan sistem pemantauan yang efektif. 
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Melalui implementasi hasil-hasil FGD ini, diharapkan Desa Mangunweni dapat 

menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya melindungi PMI dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka serta keluarga mereka, baik selama mereka bekerja di luar negeri 

maupun setelah kembali ke desa. 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema Optimalisasi Peran Desa dalam 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Mangunweni Kec. Ayah Kab. Kebumen  

telah memberikan wawasan yang mendalam serta menghasilkan langkah-langkah 

strategis untuk memperkuat peran Desa Mangunweni dalam melindungi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Pengabdian masyarakat ini telah memberikan dasar yang kuat bagi 

Desa Mangunweni untuk lebih optimal dalam menjalankan perannya dalam melindungi 

PMI. Dengan komitmen yang kuat dan pelaksanaan rencana aksi yang konsisten, Desa 

Mangunweni berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya perlindungan 

pekerja migran, sehingga kesejahteraan PMI dan keluarga mereka dapat terjamin, baik 

selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke desa. 
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